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ABSTRAK
STUDI KOMPARATIF TERHADAP PENDAYAGUNAAN
MASJID SEBAGAI PRASARANA KEGIATAN POLITIK
PADA ERA ISLAM KLASIK DENGAN ERA ISLAM
MODERN

Oleh:
NUR LAILA

Masjid pada umumnya diartikan tempat umat muslim
melaksanakan ibadah. Padahal sesungguhnya masjid juga
memiliki fungsi sosial lainnya. Rasulullah membangun Masjid
Nabawi untuk mempersa i umat, sebagai tempat
bermusyawarah, men Bragg dan taktik politik
lainnya. Namun <
melakukan ibag

kegiatan polig pembatas
antara kegj ita lihat
zaman Ra

Pefinasalg 3l \gaimana
pendayagyldan nlasfié ggfatan pdlitik pada
era Islam ik A7 Agaimana
persamaan sebagai
prasarana K 'atan engan era
Islam moderng.*

Penelithgg * ‘ini p elitiand” kepustakaan
3 data sekunder
oet-b mbe kum sekunder,
dan sumber hukum tersier. dta terkumpul, selanjutnya
dilakukan analisis data. Adapun analisis data menggunakan
metode deskriptif kualitatif dengan kerangka berfikir induktif.
Kesimpulan yang dapat dambil dari penelitian ini bahwa
peranan masjid dalam bidang politik di era Islam modern sudah
banyak berubah. Fungsi ini bukan hilang sama sekali namun
digantikan oleh institusi-institusi lain yang dibuat untuk
melaksanakan tugas negara. Dalam hal musyawarah, masjid
masih sama-sama digunakan hingga era modern, begitu juga
dalam Siyasah Maliyah, hadirnya BMT di areal masjid hampir



sama dengan Baitul Mal di sekitar Masjid Nabawi pada masa
Rasul. Namun dalam hal politik praktis di era modern masjid
tidak lagi digunakan sebagai tempat memilih pemimpin,
menyusun siasat perang, dan pengadilan namun hanya fungsi
tidak langsung yakni sebagai titik pijak penggerak umat jika hak
konstitusi dan politik umat Islam terusik itu pun situasional, dan
sebagai wadah pencetak pemimpin politik Islam masa depan
yang memiliki akhlakul karimah. Pada dasarnya kegiatan
apapun yang tidak melanggar syariat diperbolehkan dilakukan di
masjid, termasuk kegiatan politik. Namun kegiatan politik yang
mengindikasi pada propaganda, perpecahan, dan kepentingan
pribadi atau kelompok vyang tidak sesuai syariat tidak
diperbolehkan di masjid.
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“pbarang siapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah
maka Allah akan membangunkan baginya yang serupa
dengannya di surga.” (HR. Muslim dalam Kitab al-Masajid wa
Mawadhi’ as-Shalah)
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Guna memfokuskan pemahaman agar tidak lepas
dari pembahasan yang dimaksud dan menghindari
penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan
pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti
beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini.
Adapun judul dari skripsi ini adalah “Studi Komparatif
terhadap Pendayagunaan Masjid sebagai Prasarana
Kegiatan Politik pada Era Islam Klasik dengan Era

Islam Modern”.

sesuatu yang merupaka it erselenggaranya
suatu proses (usaha; pembangunan; proyek, dan
sebagainya).® Sedangkan secara etimologi prasarana adalah

! Departemen PendidikanNasinal, Kamus Besar Bahasa Indonesia
Edisi Keempat , (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 1342

? Ibid, hal. 719

% Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa
Indonesia Edisi ke-3, (Jakarta ; Balai Pustaka, 2007) , hal. 300

* Ibid, hal. 883

® Ibid, hal.893



alat tidak langsung untuk mencapai tujuan, misalnya
lokasi/tempat bangunan, jalan, dan sebagainya.® Politik
diartikan  sebagai ilmu yang membahas tentang
ketatanegaraan atau kenegaraan yang meliputi sistem
pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan; segala sesuatu atau
seluruh tindakan dan urusan kebijakan atau siasat
menyangkut masalah pemerintahan negara atau terhadap
negara lain.” Jadi prasarana kegiatan politik yaitu alat tidak
langsung yang digunakan untuk terselenggaranya kegiatan
ketatanegaraan dan kenegaraan.

Mengenai era Islam Kklasik, Harun Nasution
menyebutkan antara tahun 650-1250 M. Ini terjadi semenjak
rasul  Muhammad megy®garkan risalahnya sampai

X asa itu merupakan

4' tegrasi,

Perluasan wjfe N9 ula ¥> h Kh arqur ar-Rasyidin
j ani UJn ‘,«,, .uwrn A eggnasan pada
ﬁ;‘f-‘y e t .‘ dra besar
" pgfs "jf' aungan
'é Arabt kebld eradaban

E \ P o

era Islam
alt: I modern
pe P '\"J"dl“‘,' pdurany @eitu tahun
! E ka/ pada era lho: g merupakan
lsl m.iaks edl NapQle i
yang berakhNk pada ahumw 4V _memb
m emunduran dan
kelemahan umat Islam Crse emajuan dan kekuatan
Barat. Raja dan pemuka-pemuka Islam mulai berpikir dan
mencari jalan untuk mengembalikan keseimbangan kekuatan
yang telah pincang dan membahayakan bagi Islam.’

® Ibid, hal.77

" Ibid, hal. 367

8 Prof. Dr. Hj. Musyrifah Sunanto, Sejarah Islam Klasik, (Jakarta :
Prenada Media Group, 2003) hal. 6

% Drs. Samsul Munir Amin, M.A.,Sejarah Peradaban islam, (Jakarta
:Amzah, 2013), cet ke-3, hal. 45



Berdasarkan penjelasan beberapa istilah diatas dapat
disimpulkan bahwa maksud Studi Komparatif terhadap
Pendayagunaan Masjid sebagai Prasarana Kegiatan Politik
pada Era Islam Klasik dengan Era Islam Modern adalah
kajian ilmiah dengan cara membandingkan atas usaha untuk
mendatangkan manfaat dari masjid untuk mencapai tujuan
dari kegiatan kenegaraan pada era Islam klasik dan era Islam
modern.

. Alasan Memilih Judul
Alasan penulis memilih judul “Studi Komparatif
terhadap Pendayagunaan Masjid Sebagai Prasarana

Positif
ibadah,
asulullah
kegiatan

an politik
merup sal‘ghamyang be ngan jurusan
Slyasah ~ NI\:»a - empat penulis

menimba 18 IW

penulis dapat menQr® Jauh kesenjangan antara
kedua fenomena yang bertolak belakang antara era Islam
Klasik dengan era Islam Modern.

. Latar Belakang

Rasulullah SAW adalah Nabi terakhir yang diutus ke
dunia sebagai penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya.
Beliaulah yang membawa perubahan besar bagi kehidupan
manusia di dunia dari zaman kegelapan ke zaman yang
Islamiyah. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun



570 M, Makkah adalah sebuah kota yang sangat penting dan
terkenal di antara kota-kota di negara Arab, baik karena
tradisinya maupun letaknya.’® Namun sayangnya keadaan
masyarakat yang jahiliyah menjadi corak khas kehidupan
saat itu, yaitu menyembah berhala, membunuh anak-anak,
minum khamr, zina, dan lain-lain. Tetapi dengan datangnya
Islam melalui Rasulullah SAW, masyarakat Makkah
mendapat cahaya baru kehidupan. Walau begitu, masyarakat
yang masih memegang teguh kepercayaan nenek moyang
yang menyembah berhala menolak dengan keras ajaran baru
itu. Kaum musyrikin Makkah melakukan banyak penyiksaan
terhadap pemeluk Islam sehingga memaksa Rasulullah dan

Setelah b Madinah), babak baru
dalam sejarah 4éfa imuai. Big, dengan periode
Makkah, pag’ pefi Méadinahgdls: erUfiakan kekuatan
politik. Aj P ehpan del kehidupan
masyarg hammad
memp agama,
tetapi ata [Idin, dalam
diri nagli lter spiitual dan
kekuas kanyar»SBBAC aglll secara
otomat akdpily ke “ﬁ & Dalagl rangka
mempe ékoh aSyarakat-gan-hedgare and dibentuk,
Rasulull era’ »melétake ] e kehidupan
bermasyara ala gun masjid.
Masjid selal jugaf@Sebagai sarana

3 muslimin  dan
mempertalikan jiwa @gTSamping sebagai tempat
bermusyawarah  merundingkan masalah-masalah  yang
dihadapi. Masjid pada masa nabi bahkan berfungsi sebagai
pusat pemerintahan.'?

1 pr. Badri Yatim, M.A., Sejarah Peradaban Islam Dirasah
Islamiyah I1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008) hal.9

1 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid I,
(Jakarta : Ul Pres, 1985) cet-5, hal. 101

12 Badri, Op. Cit, hal.26



Rasulullah SAW sering mengadakan musyawarah di
masjid Nabawi dengan para sahabat yang membicarakan
masalah umat, perjanjian damai dengan kaum kafir Quraisy,
menyusun strategi perang, pembagian tugas dakwah,
pembagian harta rampasan perang bahkan juga sebagai
asrama bagi ash-habu shufah. Ash-habu suffah yaitu orang-
orang yang hijrah dari berbagai penjuru negeri menuju
Madinah untuk memeluk Islam akan tetapi mereka tidak
memiliki kerabat di Madinah untuk tinggal disana dan belum
memiliki kemampuan finansial untuk membangun rumah
sendiri, sehingga mereka tinggal di Masjid Nabawi. Masjid
juga sebagai pusat pembelajaran dan penyebaran dakwah
Islam Berbagal kegiatan kg an, penyampalan wahyu dan

esar dalam
Shalla hampir
di kawasan

dan wisata. Berdasar A N g d|h|mpun dari Dewan
Masjid Indonesia (DMI) Pusat tercatat ada 700.0000 masjid
dan mushalla yang tersebar diseluruh penjuru tanah air.
Jumlah ini merupakan yang terbesar di dunia atau setara
dengan total jumlah seluruh masjid yang terbentang dari
kawasan Maghribi di bagian barat Afrika hingga Bangladesh
di sebelah timurnya.™® Pertumbuhan pesat jumlah masjid dan

3 http//:www.dmi.or.id. diakses tanggal 28 Agustus 2016 pukul
19.07 WIB



mushalla  ini  bernilai  positif  karena  setidaknya
mencerminkan  kecenderungan menguatnya kesadaran
religius dan semangat keberagamaan di kalangan umat
Islam. Dari jumlah yang besar ini kebanyakan masjid hanya
difungsikan sebagai tempat sujud dan ibadah mahdhah saja,
seperti shalat, zikir, dan itikaf. Fungsi seperti itu
menunjukan bahwa masjid hanya dimaknai secara sempit.
Padahal masjid itu selain digunakan untuk ibadah kepada
Allah juga dapat difungsikan untuk kegiatan-kegiatan yang
bernuansa sosial, politik, ekonomi, ataupun Kkegiatan-
kegiatan sosial budaya lainnya.

Hasil analisa menylmpulkan bahwa kecenderungan
umat meninggalkan masjidg®grena mereka merasa masjid
tidak memberikag gg dalam kehidupan
I aerlu kembali kita

memp05|5|k gn umat yang
mampu mg mat.
fles a masih
mengagtikan sempit,
namun@di era an peran
masjid A ofioh-tokoh
agama asulullah
SAW e : ‘ ngurus dan
pengelo% jic di-pebetapa-termpat di h fir. Masjid
difungsikep* jadi=dua i, 4 ibadalf ritual dan
pusat kegi ecuali bidang
politik. Polit enaan dengan
fungsi masjid ¢ Politik berbasis

masjid mulai bermuncufa §eroagai masjid besar di tanah
air. Sebagaimana di maSde Al-Azhar Jakarta sejumlah
ulama dan tokoh dari berbagai unsur berkumpul untuk
menggelar Majelis Taklim Siyasah (Pengajian Politik Islam)
dengan tujuan untuk memberikan pemahaman politik Islam
yang benar kepada umat serta mensosialisasikan kepada
umat bahwa berpolitik adalah ibadah karena ini bagian

1 Moh. Rogib, Menggugat Fungsi Edukasi Masjid, (Purwokerto :
STAIN Purwokerto Press, 2005), him.150



perjuangan umat Islam dan bukan bertujuan untuk
mengarahkan umat kepada partai politik tertentu.

Selama ini ada pandangan politik haram masuk
masjid, padahal umat memerlukan edukasi, ilmu, dan
pencerahan tentang politik Islam. Umat Islam kadang
menjauhi politik karena stigma agama tidak boleh digabung
dengan politik. Padahal tidak semua kegiatan politik itu
negatif, ada batasan-batasan tertentu beberapa kegiatan yang
diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan di
masjid, begitupun kegiatan politik. Doktrin politik harus
jauh dari masjid adalah warisan penjajahan. Selama 350
tahun, bangsa Indonesia mendapat dikotomi yang kuat
antara masjid dan politikg®ghingga umat asyik dengan
tasawuf, tarikat, dagesl

Politi an yang bisa
memberi gloj:it Bpa aSYarakat dalam
kegiatan b a darherne Ara-Bai ad&l pemimpin
maupug & /ol j mperkaya
khaza kerja
masjid ghiisatu cara
untuk gen Allah
dalam®.S A
s 7 A

S 1% gl
0 j A : P PRI,
] %O A Yl oeE D8
\“‘M 0 —,- - "
\\vf

Artinya:
“Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah
ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari
kemudian, serta mendrikan shalat, menunaikan zakat dan
tidak tidak takut selain kepada Allah. Maka merekalah
orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-
orang yang mendapatkan petunjuk”

! Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Penerbit
Diponegoro : Bandung, 2000) hal.151



Kondisi Islam modern terkait pendayagunaan masjid
mulai ditumbuhkan lagi namun dengan pembatasan-
pembatasan tertentu terlebih kegiatan politik. Pembaharuan-
pembaharuan peran dan fungsi masjid era modern sangat
menarik  untuk  diteliti.  Dengan  membandingkan
pendayagunaan masjid Era Klasik dengan Era Modern
penulis berharap dapat memberi efek positif bagi kegunaan
masjid di masa yang akan datang.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas,
maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini

yaitu
1. Bagaimana peg d sebagai prasarana
kegiatan pg aglengan era Islam
modern?,
2. Bagai SRdayagunaan
ma era Islam
KI3
E. Tujua
1. Tu
Tuj8a I adalah
a. d sebagai
p ik<pa Blam  klasik
deng am_modern.
b. tahU; & Ipersa an  perbedaan
penda --wx: al sarana kegiatan
politik pada ercrehar Klasik dengan era Islam

modern.
2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan,
khususnya ilmu politik, baik politik dalam tataran
hukum positif maupun politik Islam. Penelitian ini
diharapkan juga dapat memberi masukan bagi



penyempurnaan perangkat pembuat undang-undang
terutama dari golongan politik Islam.

b. Secara praktis, penelitian ini ditujukan kepada
kalangan praktisi hukum positif dan hukum Islam,
tokoh agama serta tokoh masyarakat agar tidak
secara serta merta melarang segala bentuk kegiatan
politik dan non-keagamaan yang dilaksanakan di
masjid.

F. Metode Penelitian
Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka
diperlukan metode yang mampu mengantarkan penelitian
mendapatkan data yang valig®an otentik. Berangkat dari hal
tersebut diatas, malae@ ' 8
yang dianggapgf
penelitian ing

cktif- mengena akta, sifat-sifat,

ciri-ciri, serta hubUNG&#=e®&f ara unsur-unsur yang ada
dan fenomena tertentu.” Dalam penelitian ini akan
digambarkan pendayagunaan masjid pada era Islam
klasik dan era Islam modern untuk nantinya dianalisa.

'8 Drs. Susiadi, M.Sos.1., Metodologi Penelitia, (Bandarlampung :
Pusan Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015)
hal. 10

7 Kaelan M.S., Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat,
(Yogyakarta : Paradigma, 2005) hal.58



2. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu
diperoleh.® Adapun sumber data dalam penelitian ini
terdiri dari sumber data sekunder yaitu kesaksian atau
sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan
sumbernya yang asli,"® antara lain mencakup dokumen-
dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang
berwujud laporan, dan sebagainya.®’ Sumber data
sekunder yang penulis gunakan ada tiga yakni :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang
mengikat, terdiri dari Al-Quran, Hadits, UUD 1945,
dan peraturan perundang-undangan yang lain.

b. Bahan hukum _sgiypder, vyaitu bahan yang
memberik sRgenai bahan  hukum

eMgan dan pendapat

C. g¥nemberikan
a0 hukum
iri dari
3. Mg

mumnya
me an karya
ilmi endekatan
perbaig pendekatan

histori
Ao dengan studi
pustaka y3agesgelipu primer yaitu

catatan-catatan sejararreearTkum positif yang terkait
dengan permasalahan. Sumber hukum sekunder yaitu
buku-buku literatur ilmu hukum, politik, dan kegiatan

8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktek, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998) hal. 114

1 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum,
(Bandun% : PT Citra Aditya Bakti, 2004) hal 115-116

°Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,(Jakarta : Raja
Grafindo Persada, cet-6, 2012), hal 30

?! 1bid, hal.32



keagamaan, serta tulisan-tulisan lain termasuk media
internet untuk mengakses bahan-bahan yang berkaitan
dengan permasalahan.
4. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber mengenai data sudah terkumpul
berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya
adalah pengolahan data yang diproses yang sesuai
dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah
sebagai berikut. Studi pustaka dilakukan melalui tahap
identifikasi sumber data, identifikasi bahan politik yang
diperlukan dan inventarisasi bahan yang dibutuhkan
tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah
melalui tahap pemggasaan (editing), penandaan
(coding), pe § ting), sistematisasi
berdasarka Blok bahasanzz/ang

diidentifija ) 359 atizing).
5. Melg

dapat
dia tif, yaitu
dig emudian
dip bil suatu
kes . X . 5 penulis
me an .- tekrkkomparatit-yait emiandingkan
antar i era Islam

\A‘MFUN

22 Abdul Kadir Muhammad, Op. Cit., h.126.
28 Koentjorodiningrat,Metode-Metode ~ Penelitian Masyarakat,
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1993), h.202.
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A

BAB II

PENDAYAGUNAAN MASJID SEBAGAI PRASARANA
KEGIATAN POLITIK PADA ERA ISLAM KLASIK

Perkembangan Ketatanegaraan Islam Era Islam Klasik
Ketua Persatuan Ulama Dunia Syekh Yusuf Al-
Qardhawi mengatakan, masjid pada masa Rasulullah SAW
adalah pusat kegiatan kaum muslimin. Masjid tidak hanya
digunakan sebagai tempat ibadah mahdhah seperti shalat,
tetapi juga digunakan sebagai pusat pengetahuan, peradaban,
dan gedung parlemen untuk bermusyawarah.?* Kegiatan
politik kenegaraan semuyagtersentra di satu titik yakni

masjid. Dalam perke Jan jutnya lahirlah berbagai
departemen da e mengurus urusan
politik kene ang dalamtbebera tu juga masih
dilaksanakgg¥di‘masji ntaramy
1. Admpgistrasi an |\
Sis i ﬂg@ pa '\.m al intahan
Islgd d A rint Barji #Umayah
berifat ,tldﬁ;ﬁﬁjﬁﬁ' sis ang finenganut
perfibagi s, pada “hebe eriafdi mana
maging-m enterian ahi /tloas-tugas
tert sepe uk merinta/#an Abbasi
sesudghnya. jadi lifah, dia
tetap d j u/gubernur)
Rasulul 8 ‘seperti lsabe'ﬁf'mn%a Uai’ #engan jabatan
masing-masing:-Si ] erintahan Islam
tidak men erarti. Perbedaan

hanya terjadi dalam kata-kata Romawi yang digunakan
untuk orang-orang yang menjabat posisi sebelum
penaklukan Islam.?

¢ Amri Amrullah, Masjid dan Politik, Koran Republika Online edisi

06 Maret 2015, diakses pada tanggal 03 Mei 2017 pukul 07.00 WIB

?® Dr.Hasan lbrahin Hasan, Sejarah dan Kebudayaan Islam 2,

(Jakarta : Kalam Mulia, 2001) hal. 303-304



a. Diwan (Departemen)

Nabi SAW dan Abu Bakar tidak pernah
memberi upah yang pasti jumlahnya atas kesediaan
para sahabat untuk berperang. Namun Kketika
penaklukan Islam berjaya, maka Umar memandang
harta ghanimah harus dibagikan kepada kaum
muslimin sesuai dengan posisi masing-masing. Maka
salah seorang bangsa Persia menunjukan cara
membaginya yaitu dengan membentuk sistem diwan
seperti yang dilakukan oleh pemerintah Persia dalam
mencatat pendapatan dan belanja negara, maka Umar
pun menyusun beberapa diwan dan menentukan
jumlah pemberian.%

ercatat, bahwa
3 peMcrintahan Bani
Umayah hanya terse@@®§ata empat diwan atau dinas
saja yakni diwan pajak, diwan persuratan, diwan al-
mustaghillat atau diwan berbagai penerimaan, dan
diwan stempel sebagai diwan Negara terbesar.?
Sayyid Air Ali berkata, sistem administrasi
dan politik Negara Islam pada masa pemerintahan

26 1bid, hal. 304-306
2" |bid, hal. 310
28 |bid, hal. 311



Bani Umayah bukan merupakan karya Muawiyah,
melainkan karya Abdul Malik bin Marwan. Dialah
yang telah mengganti identitas administrasi dan
keuangan Persia dan Romawi menjadi beridentitas
Arab. Kepiawaiannya dalam bidang politik dilihat
dari langkahnya mencetak mata uang serta
menginstruksikan agar seluruh mata uang yang
selama ini beredar diselurun kedaulatan Bani
Umayah ditarik serta menghukum orang yang
memalsukan mata uang dengan hukuman yang
berat.”®
b. Keamiran (Pemerintah Daerah)

Kepemimpig#hg Rosulullah bukan semata-
mata  bersi caganas
kepemig#binanyangdersifat-poll

Beli alah 807dng ”"\;o erfigra dan hakim
_en .,ﬂ‘g uﬂjj“;gn\}: ‘&‘:‘ ang terjadi
A

wq'

uasg atas nama k _
; GM%NSFN Para peng
disebu by, (QUDErNUF)—Ya@®s8rmakna bahwa
pejabatnya tidak BEsE Secara mutlak. Pada masa-
masa selanjutnya jabatan ini berubah menjadi wali
yang berubah fungsi dari fungsi amil sehingga
pejabatnya mempunyai kekuasaan yang lebih.
Kemudian jabatan tersebut berubah lagi menjadi
amir yang berindikasi bahwa perubahan nama
jabatan itu menunjukan  pemerintahan  yang

2 |bid, hal. 314
% |bid, hal. 317-318



dijalankan oleh para gubernur bersifat otoriter dan
diktator.®

Selanjutnya keamiran para amil
(penguasa/gubernur) atas wilayahnya pada masa
awal bersifat umum , tetapi kemudian berubah
menjadi bersifat khusus. Tercatat bahwa kedudukan
Amr bin Al-Ash sebagai gubernur Mesir pada
mulanya bersifat bersifat umum.

c. Al-Barid (Kantor Pos)

Al-Barid menurut istilah adalah memelihara
kuda yang ditempatkan di berbagi tempat. Sedangkan
makna “al-barid” menurut bahasa yaitu jarak tempuh
yang telah diketahyi anya, yakni dua belas mil.

. Persia dan kaisar
Istem bario Ia dijarag
empuhnya ‘.; rlaijag, PadanTga Muawiyah,

nﬂ",/ llqu’l-l?':\.e\.“\ a Iam ISIam
/J“. @%u I * Marwan
: \Q erbaiks gfia oleh
o et dalam

Orang-orang
disamping
aan program-
B8hgan baik dalam
upaya mewujulRe amatan dan ketenangan
masyarakat. Para petugas yang diserahi pekerjaan ini
disebut polisi, karena mereka telah mengenakan
tanda-tanda khusus sehingga dengan tanda-tanda itu
mereka menjadi dikenal.
Umar adalah orang pertama yang
menerapkan sistem jaga malam. Pada masa Ali bin
Abu Thalib kepolisian disusun dan nama

% 1bid, hal. 318-319



pemimpinya disebut Shabib Asy Syurthah (Kepala
Polisi). Seorang kepala polisi dipilih dari kalangan
atau suatu kaum dan dari orang-orang berfisik kuat.
Seorang kepala polisi menyerupai seorang gubernur
dewasa ini, karena ia berkedudukan sebagai kepala
(komandan) tentara yang bertugas membantu
gubernur (wali) untuk menjaga keamanan.

Pada mulanya kepolisian menginduk ke
pengadilan yang bertugas sebagai pelaksana dan
menerapkan hukum yang telah ditetapkan dalam
pengadilan, sehingga oleh karenanya kepala polisi
berfungsi sebagai penegak hukum dan pelaksana
hukuman atas terpigdga, Tetapi tidak lama kemudian
Rgadilan dan bersifat

lya, lalu

Stfla.

egara selalu

3-<ag apgtewmgan pengeluaran
selalu seimban(? ahan Islam sejak awal
berdiri telah menempuh politik ini, dimana baitul mal
sejak semula telah didirikan lalu dijaga dan
dimanfaatkan bagi kepentingan umum kaum
muslimin. Dengan langkah ini fungsi baitul mal sama
dengan departemen keuangan dewasa ini dan
penanggungjawabnya bertugas sama dengan menteri
keuangan di zaman modern.

%2 |bid, hal. 329



Adapun sumber-sumber pemasukan baitul

mal yaitu :

1. Pajak
Pajak (al kharraj) adalah merupakan
kadar (ukuran) tertentu dari kekayaan atau
penghasilan yang dibebankan atas tanah yang
ditaklukan kaum muslimin dengan jalan
kekerasan. Pajak adalah pungutan yang berupa
uang atau harga yang ditentukan besarnya seperti
yang dilakukan Umar atas tanah As Suwad, atau
berupa jumlah tertentu dari hasil bumi yang
diproduksi. Yang dimaksud pajak (al kharraj)
adalah harta yagégiperoleh dari dua sumber :

*%—.‘”.: elakangi
i % o telall menulis

D

ghada Abu Musa
dari mereka

BIREIETT oleh mereka kepada para
pedagang muslim. Kemudian ambil pula olehmu
dari ahlu dzimmah separuh dari sepersepuluh dan
dari kaum muslimin satu dirham untuk setiap
empat puluh dirhamnya. Namun demikian
janganlah engkau mengambil dari mereka sedikit
juga bilamana jumlah barang mereka kurang dari
dua ratus. Selanjutnya, bilamana mencapai dua

®|bid, hal. 330-333



ratus maka ambillah olehmu daripadanya lima
ditham”. Pajak ini tidak boleh ditarik dari
pedagang kecuali bialamana ia berpindah dari
negerinya ke negeri lain.**
3. Zakat

Zakat berasal dari kata s&15) «sit:% S|
yang artinya membersihkan sesuatu bila mana
dikembangkan atau dari Kata 3&bi3iss — 5

yang artinya membersihkanya bilama hendak
mensucikanya.

imin  wajib
ersepuluh

zakat-dari ebah ag ta mmereka,
algéxvertuﬂd(am mengPersihkan dan

4. Jizyah
Sumber pemasukan baitul mal
diantaranya adalah jizyah, yakni harta dalam
jumlah tertentu yang diserahkan oleh orang-orang
yang memenuhi syarat tertentu. Jizyah mirip
dengan pajak (kharraj) dimana keduanya

%Ibid, hal.341-342
*|bid, hal. 342-343
% Op.cit, Departemen Agama RI, hal.162



merupakan bagian dari fai yang diberikan dalam
waktu-waktu tertentu dari setiap tahunnya. Hanya
saja keduanya berbeda dimana objek jizyah
adalah kepala (orang perorangan) yang dapat
diakhiri karena masuk Islam. Sedangkan al
kharraj adalah pajak atas tanah dan tidak lepas
karena pemiliknya masuk Islam. %

Jizyah diwajibkan kepada ahli Kkitab
sebagaimana zakat diwajibkan kepada kaum
muslimin sehingga kedua belah pihak sepadan
sebagai sesame warga negara yang dibebani
tanggung jawab yang sama pula. Jizyah
dibebankan kepaé Iak| laki merdeka, berakal,
ng membela negara.

tidak
kecuali

Umayah

‘ o

ihar A pHaST 2
Amawi tidak iter aturan-aturan
ang :&gimm ble ' khalifah
m- @ik bin Marwan,

di Khurasan tefarveg Ral petugas yang bertugas
mendata seluruh penduduk guna dikenai beban
keharusan membayar pajak. Kemudian jizyah atas
setiap individu pun dinaikan menjadi tiga kali lipat
dari sebelumnya yakni menjadi tiga dinar. Begitu
juga Al Hajjaj membebani orang-orang yang baru
masuk Islam dengan keharusan membayar pajak.

%"\bid, hal. 345
% |bid hal. 346



Para sejarawan Arab meriwayatkan tentang
akibat dari langkah politik yang berorientasi pada
sistem pajak sebelumnya. Mereka telah bersepakat
bahwa kondisi wilayah Irak sesudah masa Al Hajjaj
berada dalam seburuk-buruk kondisi.

c. Penggunaan Baitul Mal

Kekayaan yang diperolenh dari sumber-
sumber diatas dibelanjakan untuk kepentingan negara
berdasarkan instruksi dan  kehendak imam
(pemimpin). Diantaranya untuk menggaji para
hakim, wali, pegawai, petugas baitul mal, dan
pegawai-pegawai yang lain. Para wali dan hakim
tidak digaji dari kek batul mal yang berasal dari
zakat, ber B, penanggung jawab

allya UC

zakat me c‘, daripadanya
3 a hakim dan
w untuk para

fajurit
diteri fa

banyak
&"ﬂl berpandangan

gLcka |—" pek  sistem yang
mendorong melcRE=@WER mengurangibagian untuk
warga negara dari bangsa Arab yang sebelumnya
telah digariskan oleh Umar bin Khaththab.

3. Angkatan Perang
a. Tentara

% bid, hal. 354



Umar bin Khaththab adalah khalifah pertama
yang menjadikan tentara sebagai kelompok khusus.
la telah mendirika diwan tentara yang mengawasi
mereka agar mencatat nam-nama, sifat-sifat, gaji, dan
pekerjaan-pekerjaan mereka.berkat jasa Umarlah
benteng-benteng dan markas-markas militer yang
permanen berdiri sebagai tempat beristirahat para
tentara.*’

Para pemimpin Bani Umayah telah berjasa
menyempurnakan langkah yang diawali oleh Umar
dalam sistem ketentaraan. Tetapi setelah kekuasaan
kokoh berada di tangan mereka, kaum muslimin
tidak lagi aktif dalég, dinas ketentaraan, mereka
berpaling dausedan Maka oleh karenanya

i

alnyanUmar n bangsa Arab
: aé?;é‘,l%" biasaan@ereka menaiki
kapal. 0 Kketika kektudsagmahgsa Arab telah

stabil dan tela ysehingga bangsa-bangsa
pelaut berada dibawah kekuasaanya dan kepandaian
mereka diperuntukan bagi kepentinganya serta
pelabuhan-pelabuhan laut dipergunakan untuk
berlabuh oleh berbagai bangsa lalu pengetahuan dan
keterlatihan bangsa Arab di laut juga telah teruji,
maka wawasan berpikir mereka pun menjadi terbuka.

9 Ibid, hal. 358
1 Ibid, hal. 359



Sejak saat itu berbagai ekspansi berkelanjutan
dilakuakn ke berbagai bangsa.*
4. Peradilan
a. Kehakiman

Dasar-dasar peradilan dalam masyarakat
Arab Jahiliah telah ditemukan. Posisi Rasulullah
SAW adalah sebagai hakim, sebagaimana beliau juga
adalah penyampai syariat. Ketika dakwah Islam
tersebar Rasulullah SAW mengizinkan sebagian para
sahabat untuk menjadi hakim yang memutuskan
hukum diantara orang orang berdasarkan Al-Quran,
As-Sunah dan ijtihad.

Peradilan Q

asa Khulafa Ar Rasyidin
3 berwibawa Hakim

dMpcorang haklm

ugasnya,

d ].- men I|| ga.

berhubungan dETaM=@PESZn agama pada umumnya
dan tugas seorang al muhtasib adalah memperhatikan
urusan yang berhubungan dengan tata tertib
(peraturan) umum dan dalam kriminalitas (pidana)
yang terkadang menghendaki penyelesaian cepat.*®

“2 |bid, hal. 367
3 1bid, hal. 369-371
** Ibid, hal. 375
* Ibid, hal. 377



Umar bin Khaththab adalah orang pertama
yang meletakan sistem al hisbah. Dia telah
menempatkan dirinya sebagai al muhtasib, sekalipun
kata ini pada waktu itu belum dpergunakan kecuali
sejak masa pemerintahan Khalifah Al Mahdi Al
Abbasi (158-169 H).*

c. Al-Mazhalim

Kedudukan  mahkamah al  mazhalim
merupakan peradilan tinggi seperti yang dikenal
dewasa ini sebagai tempat menyidangkan perkara
yang dilakukan oleh orang-orang penting yang tidak
bias diselenggarakan dan diputuskan oleh seorang
hakim biasa. Para kia¥gfa Ar Rasyidun tidak seorang

pun diantg creka.. VaMemeelakukan siding di
pengadidé /tm@l/e atena masysgkat pada masa

antg . pe "»‘-; n da

fl, para hakim
yang w Aai'bﬁ‘galﬁ penase

bagi kepala
li figh, para
sekretaris, dan pare
d. Gaji Para Hakim
Sejauh catatan sumber-sumber sejarah
dikemukakan bahwa gaji seorang hakim tidak kurang
dari sepuluh dinar untuk setiap bulannya. Sesudah itu
gaji tersebut mencapai tujuh dinar untuk setiap
harinya  sehingga sejak itu  hakim tidak
memperhatikan hal lain. Terkadang para hakim

8 |bid, hal. 378



bertugas pula pada bidang lain, seperti gishash, baitul
mal, dan al mazhalim sehingga mereka memperoleh
gaji dari jabatan di luar peradilan yang membuat
mereka memperoleh pendaatan yang besar.

B. Perkembangan Politik Era Islam Klasik
1. Khilafah

Khalifah adalah penguasa tertinggi. Bentuk
jamak daripadanya adalah khalaif dan khulafa. Pada
dasarnya khilafah (kekhalifahan) adalah sesuatu yang
dicadangkan agar seseorang menjadi pelanjut atas
seseorang. Atas dasar ini maka orang yang menjadi
pelanjut Rasulullah dg elaksanakan hukum syara’
disebut khalifgagsé Rilafah menurut istilah

yaitu kepeg san agama dan
dunia se m hal ini Ibnu
Khald awa seluruh
ma %A demi
ke ka ¥lam hal
inigduni al dunia

unt ClLaP " ” . c .l r -. "d"-;‘.' : a emikian

hak e Khatifa }i'ﬂ ehadai pengbanti dari
S Ay ,’,/

pe Syatpy SCALBED S T 3 4,‘ ahi @n@#nat untuk

menjaga g “ !o fr,pokitik duna: II

a. Syang IAIN

\ Khali me.ﬁm‘ﬁ‘m duaty

yang berdasar an yaltu seorang khalifah
yang diangkat bedasarkan hasil akhir pilihan umat
dan mendapat baiat serta persetujuan dari mereka.
Disyaratkan juga seseorang yang diangkat sebagai
kandidat khalifah itu harus memiliki empat sifat
sebagaimana yang dikemukakan Al Mawardi dan
yang lainnya yakni berilmu, adail, mampu, tidak
cacat indera dan fisik yang menyebabkan akal

" Ibid, hal. 276-277



pikiranya terganggu. Sedangkan khalifah yang
berdasarkan paksaan, yaitu seorang khalifah yang
diangkat berdasarkan kekuatan yang berhasil
menempatkan ia menduduki kursi kekhalifahan. Para
ahli figih berpendapat bahwa seorang yang menjadi
khalifah dengan cara kedua sah adanya dan wajib
ditaati.*®

b. Sistem Pemilihan Al Khulafa Ar Rasyidin
Abu Bakar diba’iat berkat kepiawaian dan
keberanian Umar. Bai’at ini dinamai dengan baiat
khusus karena bai’at tersebut hanya dilakukan oleh
sekelompok kecil k3 muslimin yang ada di As
Sagifah. Kemug Bakar keesokan harinya
naik migglar e ]

Ketika Umar tertikam, orang-orang mulai
membicarakan soal khalifah dan mereka meminta
kepadanya agar mengangkat calon penggantinya. Dia
memilih enam orang diantara para sahabat untuk

8 Ibid, hal. 279
“bid, hal. 285
% |bid,hal. 285-286



dipilih salah seorang diantaranya, yaitu Ali bin Abi
Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf,
Sa’d bin Abi Waqqash, Az Zubair bin Al Awwam,
dan Thalhah bin Ubaidillah. Akhirnya Utsmanlah
yang terpilih. Sesudah Utsman bin Affan dibai’at, ia
pun naik mimbar untuk menyampaikan pidato.
Pidatonya tidak menjelaskan tentang politik
bernegara tetapi berupa nasihat yang berhubungan
dengan agama. Karena karakternya yang lemah
lembut dan agamis akhirnya ia terpuruk oleh
posisinya sendiri dan menjadi korban politiknya yang
tidak sesuai lagi dengan keadaan. Sesudah Utsman
terbunuh, kaum peg#grontak mengangkat Ali bin

kepada
bah sistem

aSAA U a3t
schdail

Sistem seperti
amawi dalam
#lein berubahlah
pemerintahan 0a em  kekhalifahan  yang
bertumpu pada asas musyawarah dan bertumpu pada
agama pada sistem monarki (kerajaan) yang
bertumpu pada asas warisan dan bertumpu pada
politik sebagai pokok dan pada agama sebagai unsur
kedua.*

TA
'3 erang

(Uelga

%1 |bid, hal. 286-287
52 |bid, hal. 293



d. Gelar Khalifah
Abu Bakar digelari dengan Kbhalifa
Rasulullah dengan posisinya sebagai pengganti
beliau dalam memerintah negara Islam dan dalam
memelihara agama. Sedangkan Umar digelari
Khalifah khalifah Rasulullah, yakni pengganti dari
pengganti Rasulullah. Tetapi supaya kata khalifah
tidak diucapkan berulang-ulang kepada para khalifah
sebagai pemimpin kaum muslimin sesudah Abu
Bakar maka Umar menyuruh agar kata khalifah yang
disebut berulang-ulang ini ditukar dengan Amirul
Mukminin dan ditambah dengan kata
Rahzmakallahu ‘alg an.>

galam shalat dengan
pemimpin - kaum
ngantarkanya

ci C ‘ C
n” Ketikavbeliaussa q |t yang
- e AT p

a8ar untuk
lat, karena

wilayah daulat 1518
2. Kementerian

Al Wazir (menteri) adalah kata yang terambil

dari kata al wizr yang berarti berat, karena seorang

menteri (wazir) menanggung tugas negara yang cukup

berat, atau kata al wazir ini terambil dari kata al wazar

yang berarti tempat berlindung. Maksudnya bahwa

53 |bid, hal. 295-296



kepadanyalah berlindung dan kepada pendapatnyalah
urusan negara dan programnya terpulang.

Mereka itulah para pembantu khalifah sebaga
orang-orang yang diangkat untuk menjalankan tugas
sebagai para menteri, sekalipun nama wazir belum
dipergunakan untuk menyebut mereka berkenaan dengan
tugas yang diembanya di masa khulafaur rasyidin.
Ketika kekhalifahan berpindah kepada Bani Umayah dan
berubah menjadi kerajaan yang diwariskan, para khalifah
memilih sebahagian para intelektual untuk diangkat
sebagai pembantu mereka. Mereka itulah orang-orang
yang menjalankan tugas para menteri sekalipun mereka
tidak digelari dengan an wazir (menteri). Namun

menda agl_bin Abihi digelari

dengan wa g Muawiyah bin
Abu Su jadi pula pada
Ruh Ahan  Abdul
Mali
3. S
ptaris (al
katlio , Ali bin
Ab Sufyan,
Al A%h adalah
para ggflikirimkan
oleh
: 1S : un#para khalifah
memiliki'ga a is U membantunya.

: Berpindah kepada
Bani Umayah, jUMME etaris  bertambah sesuai
dengan kepentingan negara yang telah beragam. Pada
waktu itu jumlah sekretaris sebanyak lima orang.
Sekretaris persuratan, sekretaris perpajakan, sekretaris
ketentaraan, sekretaris kepolisian dan sekretaris hakim.
Jabatan sekretaris persuratan adalah yang paling tinggi
kedudukanya diantara kelima sekretaris tersebut, di mana

* Dr.Hasan lbrahin Hasan, Sejarah dan Kebudayaan Islam 2,
(Jakarta : Kalam Mulia, 2001) hal.300



para khalifah tidak mengangkat seseorang untuk jabatan
ini melainkan dari kerabat dan orang-orang yang sangat
khusus baginya. Mereka berlanjut demikian sampai

padamasa Abbasi.>

4. Al Hijabah

Para Al Khalifah Ar Rasyidun tidak melarang
seorang pun masuk untuk menemui mereka, bahkan
mereka biasa berbicara dengan masyarakat luas tanpa
ada jarak. Tetapi ketika kekhalifahan berpindah kepada
Bani Umayah maka Muawiyah dan para khalifah
sesudahnya mengubah keadaan ini sehingga diantara
para khalifah dengan masyarakat luas terdapat penjaga
i : Mereka melakukan
2 yang dilakukan oleh

dirinya dari
pghindarkan

, Dagi tiga
at ./f'\ |ng 3 i
3 AlaEkemudidnbembawa

"‘";,m‘*‘.‘w nan teggebut tidak
" AN e “

C. Prasarana g0 at Pghukﬁmarﬂ.sl i

N:;H pagi—pada“tiga #bagian; gedung
Paingll. KOta-la#e®™on pada rumah-rumah
khusus, gedung keagamaan yang tercermin pada masjid-
masjid, dan gedung militer yang tercermin pada benteng-
benteng. Bangunan-bangunan Arab sangat sederhana. Di
Makkah tidak terdapat bangunan kecuali hanya sedikit dan
yang danggap paling penting adalah Ka’bah, rumah-rumah

% bid,hal. 301
% 1bid, hal. 301-302



hartawan dibuat dari batu, sedangkan kebanyakan rumah di
kota terbuat dari tanah liat.’

Seperti dijelaskan dalam penegasan judul bahwa
politik diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang
ketatanegaraan atau kenegaraan yang meliputi sistem
pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan; segala sesuatu atau
seluruh tindakan dan urusan kebijakan atau siasat
menyangkut masalah pemerintahan negara atau terhadap
negara lain.”® Maka kita ketahui bahwa cakupan politik
sangat luas dan tidak hanya terbatas pada sistem pemilihan
pemimpin.

Politik yang dibangun Rasululloh masih sangat
sederhana. Negara Madingl#gng baru saja dibentuk hanya
W..-sebada -satunya prasarana

memiliki Masjid b
: gai’Bl'cr g-xSistem. pwgerintahan masih
ana  kak " -\ begl § ga dengan
A inilah lahir

ﬁll et -". n siste
jjis { K Q.\l.‘

iya
-’ '}h‘ masjig@ sebagai

ELia ara , konsep
tempat
Blqrgpo tertentu,

sjid Leba A1) I '7 emgtiiisir atau

A
5
)
-
”

N,
mengen@alikan !"‘f‘ aralat

a penaleizkancislan ,,Jln erjadi pada
masa Umathkthau an kekayaan #1 Hijaz pun
melimpah, ngl‘; mlah#ahli bangunan
asing ke Masis -selin‘ﬁga';E pafigunan  gedung
mengalami kemajuan JamepeRe™ptmbesar Arab di Makkah
dan Madinah membangun istana-istana yang luas yang
terbuat dari batu dan batu pualam.*®

Perkembangan pembangunan berlanjut pada masa

pemerintahan khalifah Umar bin Khattab. Pada tahun 16 H

°" 1bid, hal. 422

% Drs. Sudarsono, S.H., M.Si., Kamus Hukum, (Jakarta : Rineka
Cipta, 2007) hal. 367

> Ibid,



pembangunan kota Basrah dimulai dengan membangun
masjid dan disampingnya gedung pemerintahan, lalu
disekitarnya komplek-komplek. Begitu juga di Koufah pada
tahun 17 H dibangunlah masjid jami’ dan di bagian
depannya dibangunpayung yang didukung tiang dari batu
pualam. Masjid ini terletak di pusat kota di mana dari sana
terbentanglah jalan-jalan menuju sudut kota. Di ujung salah
satu jalan itu lalu dibangun rumah Sa’ad bin Abu Waqqash
yang berjarak dua ratus hasta dari masjid dan berfungsi
sebagai Baitul Mal. Masjid dan gedung pemerintahan
dibagun oleh para ahli bangunan dari Persia dengan gaya
dan model istana para kaisar. Koufah pun segera menjadi
kota penting seperti Bas hingga menjadi pusat ilmu
dan politik serta megje@ :

negeri Islam.®

arsitektur emerintahan
Bani Ug \crintahan
Islam Sufyan.
Kota [ g dihiasi
denga ke sana
sudah ini juga
diperca etika Al
Walid antik lagi
dengan diflirikan  di

sekitarnya. Rag AN
Ugba embuat y, ¥Haster ntuk gedung
pemerintahan YelimkOta m d aum muslimin

membangun  rumah 3 asing di  sekitarnya,
sebagaimana mereka juga tidak ketinggalan membangun
masjid jami. Kota Qairawan dilindungi oleh benteng yang
terbuat dari tanah liat. Benteng ini dibangun oleh panglima
Abbasi, Muhammad bin Al Asy’ats Al Khuza’i pada thun
144 H.%

%0 Hasan, Op. cit, hal. 425
%1 Hasan, Op. cit, hal. 429-230
62 Hasan, Op. cit, hal. 430-431



D. Pendayagunaan Masjid sebagai Prasarana Kegiatan

Politik pada Era Islam Klasik

Salah satu unsur penting dalam struktur masyarakat
Islam adalah masjid. Masjid sering disebut baitullah (rumah
Allah), yaitu bangunan yang didirikan sebagai sarana
mengabdi kepada Allah. Pada waktu hijrah dari Mekah ke
Madinah ditemani sahabat beliau Abu Bakar Rasulullah
SAW melewati daerah Quba, di sana beliau mendirikan
masjid pertama sejak masa kenabiannya, yaitu Masjid
Quba.®® Sebagaimana dijelaskan dalam QS Attaubah 108°*

@.&50\:;5—\@?;‘)5\&@6 /M/\Mf’\,\;\g‘g}b\(

2 JEoeoa 2 .
eyl 05 JU) o o

PR

karena segalanya 5
ajaran Muhammad.®
Masjid itu merupakan sebuah ruangan terbuka yang
luas, keempat temboknya dibuat dari batu bata dan tanah.
Atapnya sebagian terdiri dari daun kurma dan yang sebagian
lagi dibiarkan terbuka, dengan salah satu bagian lagi

% Dr Ahmad Muhammad Husain Haekal, Sejarah Hidup

Muhammad, (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, cet ke-42, 2014) hal. 192

% Op. cit, Departemen Agama RI, hal 162
% Ibid, hal. 196



digunakan tempat kaum fakir miskin yang tidak punya
tempat tinggal. Di samping masjid tersebut beliau
membangun beberapa rumah yang terbuat dari tanah liat dan
langit-langitnya dari batang pohon kurma.’® Tak ada
penerangan dalam masjid itu pada malam hari. Hanya pada
waktu shalat isya diadakan penerangan dengan membakar
jerami. Yang demikian berjalan selama sembilan tahun.
Kemudian baru mempergunakan lampu-lampu yang
dlpasan% pada bang-batang kurma yang dijadikan penopang
atap itu.

Sebelum dibangun gedung pemerintahan secara
khusus, urusan-urusan negara yang bersifat umum selalu
dilaksanakan di masjid-masfg HaI ini sebagaimana yang

| ‘afas Himbs ,;t‘:’ -
ményempaildh ' pert dinya yang
ﬂ perRyata f'u t| ‘“f'- | tempuhnya
n qungam 0 m| pdmbar  masjid
menyerupai jum tem.ﬁ'ét"“ ampaifflan pernyataan
politik nasiona (- kepala-negaLaseeieih sistem negara-
negara konstitusional.™
Sir Thomas Arnold mengatakan juga, bahwa masjid
selalu dijadikan sebagai tempat untuk membahas soal-soal
politik dan kemasyarakatan. Masjid bukan hanya tempat
menyampaikan pidato-pidato keagamaan, tempat
mengagungkan Allah, tempat menyampaikan shalawat

%Hasan, Op. cit, hal. 433
®7 Husain, Op. cit, hal. 196-197
%8 Hasan, Op. cit, hal. 434



kepada Nabi, tempat memohon rahmat bagi para sahabat,
dan tempat melantik khalifah saja, melainkan sebagai tempat
singgasana khalifah, atau kursi gubernur, atau kantor hakim.
Tidaklah nama seorang khalifah dsebut dalam khutbah di
masjid melainkan sebagai pernyataan politik bahwa seluruh
wilayah negeri Islam mengakui khalifah sebagai pemegang
kekuasaan tertinggi®.

Selain sebagai tempat ibadah sama halnya dengan
gereja, pura, wihara dan lain sebagainya, masjid digunakan
oleh umat Islam untuk berbagai keperluan misalnya di
bidang pendidikan, kegiatan social, ekonomi, pemerintahan,
dan lain-lain. Sebagai kepla pemerintahan dan kepala negara
Muhammad SAW belum p@Miliki istana seperti halnya raja
g ,_ gda pemerintahan dan

gm*d'l”rﬁ lee‘rmaQ\ aan-permasalahan

mengatur uma

umat beliau g€lesaikan beysamassi ama dengar™gara sahabat di
masjid baj o i gan. Tradisi
ini ke asyidun
‘ % politik
menyaglg ut g J ' gerangan,
bahka ) inistrasi
negara banyak
dilaku
1. Seb ah  SAW
meng ang beliau
orang-Otgng asyah ierla kan tombak
mereka diiMVa |@’wﬂ£}m@d arirajja .
2. Balai peng RfCntara musHm yangee Iuka. Sa’d bin
Muadz terluka ketiRa“perag RKnandaq maka Rasulullah

mendirikan kemah di maSde

3. Masjid sebagai tempat musyawarah. Kedudukan masjid
Nabawi pada zaman Nabi SAW dan khulafaur rasyidin
seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada saat sekarang ini.

%% Hasan, Op. cit, hal. 435
" Ahmad Yani, Panduan Memakmurkan Masjid, (Jakarta : Al-
Qalam) hal.44



Sebab di dalam masjid inilah banyak persoalan-
persoalan dibahas dan dibicarakan oleh Nabi dan para
kibarussahabah. Diantara persoalan-persoalan yang
sering dibahas Majelis Majid Nabawi adalah masalah
politik, menyusun strategi, mengatur perjanjian,
menyelesaikan berbagai macam konflik yang terjadi di
kalangan para sahabat dan masih banyak lagi persoalan
lainnya.
4. Tempat menerima tamu. Ketika utusan kaum Tsaqif
datang kepada Nabi SAW beliau menyuruh sahabatnya
untuk membuat kemah sebagai tempat perjamuan
mereka. Nabi juga pernah menerima para utusan dari
kaum nasrani Najran da mpersﬂahkan mereka untuk
menginap d| " : ukan agar mereka

6. sebagai
a para
7. abi dan

Osi  sebagai
, infag, dan
an perang.

- e rupakan tempat
bernaungnya orang asing-rHeset tan tunawisma. Di masjid
mereka mendapatkan makan, minum, pakaian, dan kebutuhan
lainnya. Di masjid Rasulullah menyediakan pekerjaan bagi
yang pengangguran, mengajari yang tidak tahu, menolong
orang miskin, mengajari tentang kesehatan dan
kemasyarakatan, menginformasikan perkara yang dbutuhkan

™ Budiman Mustofa, Manajemen Masjid, (Surakarta, Ziyad Books,
2008), hal 29



umat, menerima utusan suku-suku dan negara-negara,
menyiapkan tentara dan megutus para dai ke pelosok negeri.
Bersamaan dengan perkembangan zaman terjadi
ekses-ekses dimana bisnis dan urusan duniawi lebih dominan
dalam pikiran dibandingkan ibadah meski di dalam masjid,
dan hal ini memberikan inspirasi kepada Umar bin Khaththab
untuk membangun fasilitas di dekat masjid, dimana masjid
lebih diutamakan untuk hal-hal yang jelas makna
ukhrawinya. Sementara untuk berbicara tentang hal-hal yang
lebih berdimensi duniawi Umar membuat ruang khusus di
samping masjid. Itulah asal-usulnya sehingga pada masa
sejarah Islam Klasik hingga sekarang pasar dan sekolah
selalu berada di dekat masjig
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PENDAYAGUNAAN MASJID SEBAGAI PRASARANA
KEGIATAN POLITIK PADA ERA ISLAM MODERN

A. Perkembangan Ketatanegaraan Islam Era Islam Modern

Lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga

negara dan masyarakat adalah salah satu fungsi manajemen

pemerintahan yang sangat penting untuk mencapai

kemakmuran, terutama di negara Islam. Di zaman modern

sistem ketatanegaraan khususnya di negara Islam semakin
berkembang dari berbagai peradaban.

Administrasi pemerigiahan pada masa modern tidak

' Rmmdika dulu di masa klasik

dikenal istilah &M, irdMmal-barid dan lain

sebagainya, afr ‘\:\ g diberlakukan

tidak samg i, hal it i Islam yang

makin pDa negara
dan S¥la-beda
Siste negetra Islam

ara Islam

saat i sebagai
agama a yang
pemeri lan besar
berpeme

em  monarki
salah satun an Arab Saudi,
Quran merup. para dan syariah

sebagai huku ] #8Makan oleh mahkamah-
mahkamah syariah dengan ulama sebagai hakim-hakim dan
penasehat-penasehat hukumnya. Kepala negara adalah
seorang raja yang dipilih oleh dan dari keluarga besar Saudi.
Dalam jabatanya sebagai raja, dia juga merupakan kepala
keluarga besar Saudi yang terdiri lebih dari empat ribu
pangeran.”> Raja juga berkedudukan sebagai pembuat

2 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta : Ul Press, Cet
ke-5, 2011), hal. 221



undang-undang, sebagai pemimpin politik dan imam atau
pemimpin agama.

Raja dengan dibantu oleh suatu dewan menteri
mengawasi lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan
yudikatif. Di Arab Saudi tidak terdapat dewan perwakilan
yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat, dan juga tidak
terdapat partai politik. Yang ada disana adalah majelis syuro
yang anggota-anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh raja.”

Sebagian negara Islam menggunakan sistem
kerajaan yang berkonstitusi dan demokratis yakni Maroko
sebagaimana yang tertuang tegas dalam undang-undangnya.
Kedaulatan berada di tangan bangsa yang disalurkan melalui
lembaga-lembaga konstl S0yl yang ada. Islam adalah
agama negara. Ha pafat adalah, pertama,

syariah Islam aI| q als“but\ t dalam undang-
undang das; aroko .a n, Ke a bai kum perdata
maupun h pic fz.. neg .r ': :

syariah “f/ n ‘i}\

huku . ::/" | %

bagi u : -(?".". TGkl ld

perka

yang b

temuru

agama

Undang-u dasar awmenega wa sumber

kekuasaan ad@lah ra atdeﬁda
i diri-dari-Senat ga Blvan Perwakilan
Rakyat, serta Raja CRUGS eksekutif berada di tangan
raja yang dilaksanakan oIeh para menteri, sedangkan
kekuasaan kehakiman dipercayakan kepada berbagai
mahkamah yang mandiri dan yang menjatuhkan keputusan-
keputusan atas nama Raja. Baik hukum perdata maupun
pidana di Jordania tidak murni berdasarkan syariah, dan

3 Ibid, hal.222
" Ibid, hal.222-223



banyak mendapatkan pengaruh dari hukum-hukum lain
khususnya hukum Barat.”

Negara sosialis demokratis seperti Mesir yang
dengan tegas mengatakan Islam merupakan agama negara,
prinsip-prinsip hukum Islam merupakan salah satu sumber
utama hukum juga merupakan salah satu kekuatan politik
yang perlu diperhitungkan. Kedaulatan berada di tangan
rakyat dan rakyatlah sumber kekuasaan negara. Adapun
mengenai sistem hukum, seperti halnya di Maroko dan
Jordania, di Mesir hanya dalam bidang-bidang tertentu yakni
perkawinan, pembagian waris dan wakaf, masih berlaku
hukum slam cukup utuh sedangkan bidang-bidang perdata
yang lain dan pidana sep#®k. yang jelas-jelas tercantum
dalam undang-ung ; [THSMagRrinsip hukum Islam

Suhail,anak Amir b @ di bawah asuhan Mu’adz
bin Atrah. Di masjid nsetinggi £2m dengan tiangnya dari
batang kurma dan atap dari pelepah kurma inilah Nabi
melakukan segala bentuk kegiatan baikibadah maupun
muamalah hingga kegiatan politik pemerintahan.

’® |bid, hal. 223

78 Ibid, hal. 224

" Aulia Fadhli, Masjid-Masjid Paling Menakjubkan dan
Berpengaruh di Dunia, (Yogyakarta: Qudsi Media, 2013), h. 7-24



Pada bulan Safar 1408 H atau November 1984
M, Raja Fahd yang bergelar “Pelayan Dua Tanah
Haram” melakukan renovasi besar-besaran sehingga
terjadi perubahan yang signifikan terhadap Masjid
Nabawi. Dibangunlah suatu bangunan masjid baru seluas
82.000 m? yang mengitari dan menyatu dengan bangunan
masjid yang sudah ada.

Masjid yang juga memberikan pengaruh besar
kepada kehidupan Islam di Saudi Arabia dan dunia
adalah Masjidil Haram di Makkah. Masjid ini
mengelilingi Ka’bah dan merupakan masjid terbesar di
dunia. Kalaitu, masjid belum memiliki dinding. Baru
pada masa Umar bin_k ab, beliau membeli rumah-

erveltikiiva
LRI
17

Masjid HasSa BT Derada diKota Casablanca,
Maroko disebut-sebut sebagai masjid terbesar ke tiga di
dunia setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
Dibangun pada tahun 986-1993 untuk memperingati
ulang tahun mendiang Raja Maroko HassaN |IlI.
Bangunan masjid ini dibangun agak menjorok ke
Samudera Atlantik sehingga membuat masjid ini seakan-
akan terapung.

78 |bid,h. 145-148



Masjid Hassan Il ini dirancang oleh seorang
arsitek asal Prancis, Michael Pinseau dan dibangun oleh
Bouygues. Kombinasi arsitektural keduanya
menampakkan hasil masjid yang megah dan indah
dengan menara masjid tertinggidi dunia mencapai 210
m. Pembangunan masjid ini memang serba fantastis,
diperkirakan lebih dari 6000 seniman Maroko
dipekerjakan pada proyek pembangunan masjid ini sejak
dari awal pembangunannya. Biaya proyek yang
dikeluarkan untuk pembangunan masjid ini mencapai
hingga setengah miliar dolar dan sebagian besar dari
dana pembangunan tersebut merupakan sumbangan dari
rakyat Maroko sendiri

non mug anvoeberapa ara®n yang harus
aaian sopan,

bangunan : od
yang kemudian harte8 a kebakaran pada tahun
986. Bangunan yang penuh dengan dekorasi tersebut
merupakan bangunan terpisah berupa paviliun yang
terdiri atas kubah yang ditopang oleh kolom-kolom batu
pualam bersepuh emas. Renovasi atas masjid ini terus
dilakukan dari masa ke masa oleh masing-masing
penguasa.

v

" Aulia, Op.cit, h. 181-184.



4. Masjid Istiglal di Indonesia®

Masjid Istiglal adalah masjid yang terletak din
ibu kota Indonesia yakni Jakarta. Istiglal dibangun
sebagai ungkapan syukur atas terlepasnya Indonesia dari
cengkeraman penjajah. Oleh karena itulah masjid
terbesar di Asia Tenggara ini diberi nama Istiglal yang
artinya kebebasan, lepas, atau kemerdekaan.

Rancangan bangunan Masjid Istiglal akhirnya
disayembarakan. Dewan juri menilai dan mengevaluasi
hasil dari 22 peserta yang memenuhi persyaratan,
kemudian ditetapkan 5 peserta sebagai nominator, dan
akhirnya setelah dimusyawarahkan terpilihlah Fredrerich

Silaban sebagai peme 3
ma dilakukan oleh

Presiden Sg 4, ABystus 1961 namun

pembang ya sel pat hentl aena meletus
. . . ]

peristi PIK ereda pada
tah elopori
ke Pelils tahun
ke Dan
dir Presiden
So4

faatanya
sela . Bahkan
di beRgr pa afftan politik
seperti Ng fin umat Islam
Indonesia Istiglal untuk
melakuka i m, i-atas-kas Blaan agama oleh

gubernur DKI JaKarteesy@ Basuki Tjahaja Purnama.
Tentunya fungsi seperti ini tidak merupakan agenda rutin
namun hanya bersifat situasional.

B. Perkembangan Politik Era Islam Modern
Periode singkat pemerintahan Nabi Muhammad
SAW di Madinah telah menorehkan sejarah dengan tinta
emas, yang tidak mungkin terulang lagi dalam sejarah umat

8 Aulia, Op.cit, h.35-38.



manusia. Seorang Nabi terakhir sekaligus pemimpin umat
dan kepala negara. Periode berikutnya adalah kepemimpinan
manusia biasa yang untuk beberapa waktu masih
menunjukan kepemimpinan yang nyaris sempurna untuk
ukuran manusia yang bukan seorang nabi atau rasul. Suatu
kepemimpinan yang terbimbing oleh wahyu dan etika yang
berjalan lurus, sehingga disebut khilafah rasyidah. Akan
tetapi semua ini memudar ketika kepemimpinan pasca
khilafah rasyidah berubah menjadi al-mamlakah (kerajaan)
yang penuh dengan cela dan dosa.

Meskipun upaya menegakan sistem kerajaan itu
telah dimulai pada masa pemerintahan Utsman bin Affan,
namun mayoritas ahll sejasfily menganggap bahwa model
kerajaan itu dlm intahan Muawiyah,
i Bani Abbas.®

Adapun poI' ascanamlakah ini
dilakukan g iB&di semata
Perubah amlakah

k;’g 1l@yah dan
ohtik pq |t|kyang

S ’ﬁ._j'# ;

dikede 3 adalah
denga Sl w -.:- dniawl/ ghengganti
aspirasiYpathinighsebag -.“..«.‘,. intah/ Pan ketika
muncul PEE 3 b 5/ Svari .;f' “ i sekaligus
sebagai a ya mamlakah BanABREE 2 semuanya

segala bentuk
g memunculkan
gerakan baru dlam : @ bersendlkan spiritual
(tasawuf), bersendikan pemurnian tauhid dan yang
bersendikan gerakan modernisasi Islam (pembaharuan
Islam).

berubah ketiKg a.mgllgsf)'b\’i ﬁi“en an, b i

Periode modern merupakan zaman kebangkitan
Islam. Ekspedisi Napoleon di Mesir yang berakhir di tahun

8 Ridwan HR, Figih Politik; Gagasan Harapan dan Kenyataan,
(Yogyakarta : FH UlI Press, 2007), hal 211
% Ibid, hal. 115



1801 membuka mata dunia Islam terutama Turki dan Mesir
akan kemunduran dan kelemahan umat Islam di samping
kemajuan dan kekuatan Barat. Raja dan pemuka-pemuka
Islam  mulai  berfikir dan mencari jalan untuk
mengembalikan balance of power yang telah pincang dan
membahayakan Islam.

Kerajaan Mughal di India merupakan salah satu
kerajaan Islam terbesar di dunia yang tidak dapat
dihilangkan dalam lintasan sejarah peradaban umat Islam.
Pendiri kerajaan ini adalah Zahiruddin Muhammad, dikenal
dengan Babur yang berarti singa.

Dengan andilnya kerajaan Inggris di kerajaan ini,
maka muncullah ide b3 3 icetuskan oleh Shah
Waliyullah Dehalyg

(SUC

mendapatigan  tljuahy emperoleh
kemerdekadg da end&i a:mne'gara Adir@ang berbasis
Islam. Negatg \T@ﬁ'ﬁm@&k' gan presiden
pertamanya A

Begitu juga JOCHEESICSIr yang memulai zaman
modern ketika terjadi persinggungan antara Barat (Perancis)
dan Mesir dengan ekspedisi Napoleon tahun 1798. Ketika
Perancis angkat kaki dari Mesir pemerintahan digantikan
oleh Muhammad Ali Pasya sebagai gubernur Turki Usmani.

8 M. Abdul Karim, Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam,
(Yogyakarta : Pustaka Book Publisher, 2007) hal 314-321

8 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 2003) hal 188



la memulai memodernisir Mesir terutama di bidang militer
dan berkuasa hingga ahun 1848 yang kemudian digantikan
oleh anaknya Ibrahin Pasya.®

Tahun 1882 terjadi pemberontakan Urabi Pasya
terhadap Inggris yang menguasai Mesir. Negeri lembah Nil
itu baru merdeka dari Inggris tahun 1922. Saat digantikan
oleh Muhammad Naguib dan Mesir berubah menjadi negara
Republik, ia menggalang persatuan dengan Syiria yang
diberi nama Republik Persatuan Arab pada tahun 1958.
Namun persatuan itu tidak bertahan lama, hanya sampai
September 1961.

Mesir menganut sistem banyak partai. Semua warga
negara negara mempunyai_k@®gdukan yang sama di hadapan
hukum. Mereka jug B,k ewajiban yang sama

0
a-ngganam dengan Apengdduk  muslim

diikuti oIS aran de
mayioritas ’ kwﬁw‘gar& slam, #Seperti  halnya
Indonesia. Paiasg val —islam santara, sultan

dibantu oleh  ulama _ menjadi  penasehatnya
menggunakan agama sebagai sarana untuk memperkuat diri
dalam menghadapi pihak-pihak atau kerajaan yang bukan
Islam, terutama yang mengancam kehidupan politik,
ekonomi, dan keagamaan.

8Ali Mufroid, Islam di Kawasan Kebudayaan Arab, (Jakarta :
Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 141-142
8 Munawir, Op. cit, hal. 224



Saat Indonesia dijajah Belanda dan para sultan
berada di bawah pengaruh kolonial, rakyat mulai mencari
pemimpin nonformal (ulama, kyai, bangSAWan) yang
masih memperhatikan mereka. Pusat kekuatan politik
berpindah dari istana keluar, yaitu ke wilayah-wilayah yang
jauh dari istana, slah satunya ke pesantren-pesantren yang
kemudian menjadi basis perlawanan.®’

Keresahan dan penderitaan rakyat akibat kondisi
penjajahan Belanda mendorong para kyai, ulama, dan haji
untuk menghimpun rakyat dengan cara menghubungi
pesantren. Namun protes yang bersifat lokal yang mereka
lakukan kurang terkoordinasi dengan matang, maka gerakan
itu dengan cepat dapat ditygigs oleh Belanda. Oleh karena
itu perlu diadakag -m- aghan yang walaupun
berasal dari pg olgnial, it yaltu berjuang

-‘-.};. bai c.pidang 3

u, bahasa

allltuth n‘ ek

Alm%

2 erjuangkan kemerdekaan
bersama pejuang yang lain akhirnya berhasil dengan
diproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945.
Sejak saat itu para aktifis-aktifis Islam mulai banyak yang

87 Prof. Dr. Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia,
(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012) hal 28-29

% bid, hal 31-33

8 Nourouzzaman Siddigi, Menguak Sejarah Muslim, Suatu Kritik
Metodologis, (Yogyakarta : PLP2M, 1984), hal. 108



mendirikan partai berideologi Islam. Namun masalah
banyaknya pergantian kabinet menjadi problematika juga.
Kabinet pertama adalah Kabinet Hatta, sesudah itu Kabinet
Muhammad Natsir yang hanya enam bulan. Partai-partai
besar  seperti PNI, Masyumi (Natsir, Syafrudin
Prawiranegara, Wahid Hasyim) saling tawar menawar
berebut kedudukan dalam kabinet, distribusi kursi,
khususnya perdana menteri. Pengalaman-pengalaman
selama sistem Demokrasi Parlementer dirasa oleh Masyumi
memprihatinkan. Pemerintah tidak stabil karena kabinetnya
singkat. Dalam waktu tiga tahun telah terjadi tiga kali
pergantian kabinet.”
Pemerintahan Repigiftik

Indonesia yang baru ini

sebenarnya diben Bit JK% Muslim dan beberapa
partai nasiongi8 dra_JdinkyMasyumigNU, PNI, PKI.
Meskipun sg tah JpAahun *“: gperangan, §pihak muslim
meupaka 2 pesar, tetapi
kemud ekuasaan
partai

eredam
keingige ediakan
pembe @tap saja
keingi ] m belum
tercapai 1~ Rekaldhan S untuk
memben ﬂl‘! 2gara "'5’ ;,"q.-a:». Agffara dimiliki
oleh presid o, damx %ﬁuka ' itgf. Pada tahun

parlementer.
g “parlemente njung berhasil,
Soekarno menciptakan Bmokrasi Terpimpin”, yaitu
didalam membentuk kabinetnya duduk golongan komunis,
nasionalis, dan golongan muslim tradisional, sedangkan
golongan muslim reformis dikecam (Masyumi dibubarkan).
Pada masa Demokrasi Terpimpin, Masyumi dan PSII

1957 Soeka ert aha

% Musyrifah, Op. cit, hal 46-61
%1 Musyrifah, Op. cit, hal 61



dibubarkan. Akan tetapi masih ada wakil umat Islam di
parlemen yaitu NU.%

Menjelang diberlakukanya asas tunggal pada masa
orde baru, semula banyak umat Islam yang cemas karena
mereka tidak bias lagi menggunakan asas Islam dalam
berpolitik. Pemerintah Soeharto hanya memperbolehkan
menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebaliknya, NU pada
masa orde baru relative lebih tenang, lebih memusatkan
perhatian pada praktik keagamaan daripada oposisi politik,
selalu bekerja sama dengan pemerintah melalui Departemen
Agama dan Majelis Ulama Indonesia. NU juga menyatakan
menerima Pancasila sebagai#®&g tunggal sehingga ulama NU

dua partai

nasionali alon Wakil
Presiden Mg . M3 ketegangan
antara PKB ¥a : HF memperf¥mah persatuan

umat Islam.*

Selain perke ; rtai-partai politik dalam
kerangka perpolitikan Nasional, perkembangan politik Islam
di Indonesia juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran-
pemikiran pemimpin negara saat itu. Soekarno dan Soeharto
misalnya yang memang sudah dapat kita analisis tipe
pemikiranya.

% Musyrifah, Op. cit, hal 62-73
% Musyrifah, Op. cit, hal 78-85
% Musyrifah, Op. cit, hal 89-92



Jika ditinjau dari segi ideologis, Soekarno sering
dianggap sebagai seorang seorang sinkritis, karena dirinya
merupakan personifikasi dari empat aliran ideologi:
Tradisional Jawa, Nasionalisme, Islam, dan Marxisme.”
Adapun gagasan utama Soekarno tentang Islam, sangat erat
dengan pemisahan agama dari negara Barat yaitu bahwa
agama dapat dan harus dipisahkan dari negara dan
pemerintahan, sebab agama merupakan aturan-aturan
spiritual (akhirat) dan negara adalah masalah duniawi
(sekular).

Dengan mengutip dan memformulasikan kembali
kata-kata Halide Edib Hanoum, Soekarno mengemukakan
pendapatnya :

negara, sebab

pamellDaka : B (agama) selalu
dijadikan alat penghuRUf=eNgannya raja-raja, orang-
orang zalim, dan tangan besi. Dengan demikian, agar agama
dapat menyelamatkan dunia dari bencana, hendaknya di
zaman modern ini urusan dunia dipisahkan dari urusan
spiritual sehingga agama menempati satu singgasana yang

% Soekarno, Di Bawah Bendera Revolusi, (Jakarta : Panitia di
Bawah Revolusi, 1964), hal 1-23
% Ibid, hal. 404



mahakuat dalam kalbunya kaum yang percaya.®” Soekarno
kemudian mengutip ucapan Kemal :

“Saya memerdekan Islam dari ikatan agama, agar supaya
Islam bukan hanya tinggal agama memutar tasbih di dalam
masjid sahaja, tetapi menjadilah suatu gerakan yang
membawa kepada perjuangan. 98

Dengan adanya pemisahan agama dari negara ini
menurt jalan pikiran Soekarno tidak dengan sendirinya
ajaran Islam dikesampingkan, sebab rakyat dapat
memasukan Islam ke dalam kebijaksanaan politik negara
melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Soekarno
meyakini demokrasi sebaga#@iernative bentuk negara, bila
timbul maslah pega pegara. Menurutnya,

berjalanlah s%

Negara Islam, zonder a d g-undang dasar
bahwa ia adalah negara agaa, zonder dikatakan bahwa ia
adalah negara agama. ~100

7 pid.
% |bid.
% 1bid, hal. 407
190 1hid, hal. 452



Sedangkan sepanjang Orde Baru, hukum Islam tidak
pernah menjadi kebijaksanaan tersendiri secara khusus. Tak
ada satu pointer pun dalam teks-teks politik hukum orde
baru yang berkenaan dengan eksistensi hukum Islam.
Namun begitu, tidak berarti hukum Islam tidak mendapatkan
perhatian. Dalam kenyataan praktik-empiris hukum Islam
mempunyai tempat dalam tata hukum nasional, bahkan
secara formal posisinya lebih baik dari masa sebelumnya.
Hal itu kelihatan secara gambling dalam pembagian wilayah
peradilan seperti yang ditetapkan UU No. 14 Tahun 1970,
badan peradlan dibagi ke dalam empat lingkungan :

a. Peradilan Umum
b. Peradilan Agama
c. Peradilan Militg A

d. Peradilan ;u.

bangan _dgif peribal

aktu itu,

'l-n&'“‘- i ;‘1/::" .-:'1
|| 'r'ba ‘(l“w [l

berguru Pda Ald l' an Alduh b -S’f afghani.'%?
| iddin an 1838 dan

lahir diin anl
meninggal dRalsta k Té‘i amalufidin al-Afghani
adalah seorang of W-- Bembaharuan dan
kebangkitan Islam aDa® ¥, la disenangi sekaligus
dimusuhi oleh dunia Islam sendiri. la disenangi karena
aktifitas dan gagasan politiknya menjadi inspirasi bagi upaya
pembebasan umat Islam dari penjajahan bangsa-bangsa
Barat. Sebaliknya, ia dimusuhi karena menjadi batu
sandungan bagi penguasa-penguasa dunia Islam yang

101 pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970
102 Munawir, Op. cit, hal. 116-117



otoriter, korup, dan despotis ketika itu. Jamaluddin dianggap
membahayakan kekuasaan mereka.'%®

la berpendapat bahwa kemunduran umat Islam salah
satu sebabnya adalah meninggalkan ajaran-ajaran Islam
yang sebenarnya. Ajaran gada dan gadar telah berubah
menjadi ajaran fatalism yang menyebabkan umat menjadi
statis. Sebab-sebab lain adalah perpecahan di kalangan umat
Islam sendiri yaitu lemahnya persaudaraan antar umat Islam
dan lain-lain. Untuk mengatasi semua itu, menurutnya umat
Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang benar,
mensucikan hati, memuliakan akhlak, berkorban untuk
kepentingan umat, pemerintahan otokratis harus diubah
menjadi demokratis. Dan_pgf8gtuan umat harus diwujudkan
sehingga umat ak o1 Bmigtan zaman. Selain itu
ia menegaskag g_,hwa"?q dan 'tas g muslim bukan

karena ikat, ikatan
agama e\‘r‘ a data nya, walau
pada ima oleh
suku @ egakan
huku - : 1Y) akan ide
orisini 8, cdikenal , : lamisme,
persau@araan ‘sess ,& :

de T"\\\\ _ usi yang
didasark "“‘" 2 provokasi
umat Islaig di ng a menentang
kesewenan@gwelr .'--H. pemguasg Rakyat harus
merebut keb8kasan 'da nm ek lalui revolusi,

yang berarti pemberontakangsial perlu dengan
pertumpahan darah.™ Idak jarang ia terlibat
langsung dalam gerakan poI|t|k bawah tanah. Ketika berada
di Mesir ia juga menganjurkan pembentukan pemerintahan

rakyat melalui partisipasi rakyat dalam pemerintahan

103 Muhammad Igbal dan Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik
Islam Dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer, (Prenadamedia
Group : Jakarta, cet ke-3, 2015), hal. 57
10% Mufrodi, Op. cit , hal. 155-159
105 H
Igbal, Op. cit, hal 62-63



konstitusional sejati. la menggemakan tentang keharusan
pembentukan dewan perwakilan rakyat yang disusun sesuai
dengan keinginan rakyat. Anggota-anggotanya harus berasal
dari pilihan rakyat bukan pilihan penguasa atau “pesanan”
kekuatan asing.'®® Dari pemikiran Jamaluddin ini, Harun
Nasution menyimpulkan bahwa Jamaluddin menghendaki
bentuk pemerintahan Republik yang didalamnya terdapat
kebebasan rakyat untuk mengeluarkan pendapat dan
kewajiban penguasa untuk tunduk pada konstitusi.**’

Selain ketiga tokoh diatas, Islam juga memiliki Abu
al-‘Ala al-Maududi. Abu al-‘Ala al-Maududi lahir pada
tanggal 25 September 1903 di Aurangabad, India Tengah,
dan wafat pada tanggal Sgptember 1979 di salah satu

selalu tetap
Rasul secara

kepala badan ekSCREMMSEEET pemerintah merupakan
pimpinan tertinggi negara yang bertanggungjawab
kepada Allah dan kepada rakyat. Dalam melaksanakan
tugasnya dia harus selalu berkonsultasi dengan Majelis

106 Munawir, Op. cit, hal. 129

97 Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam, (Jakarta : Bulan
Bintang, 1975), hal. 56

108 Munawir, Op. cit, hal. 158

109 Al-Maududi, The Law and Constitution, Terj. Asep Hikmat,
Hukum dan Konstitusi, (Bandung : Mizan, 1990), hal.245



Syuro yang mendapatkan kepercayaan dari umat Islam
atau lemabaga legislatif yang anggotanya dipilih melalui
pemilihan, meskipun prosedur demikian tidak terdapat
pada zaman Khulafaur Rasyidin.'°
Lembaga Eksekutif

Tujuan lembaga ini adalah untuk menegakkan
pedoman-pedoman serta menyiapkan masyarakat agar
meyakini dan menganut pedoman-pedoman ini untuk
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-
Quran terminologi uli al-amr pada dasarnya menunjukan
lembaga ini dan kaum muslimin diperintahkan untuk
patuh kepadanya, dengan syarat bahwa lembaga
eksekutif ini  menagiigM@llan dan Rasul-Nya dan
menghindari dgg aR"™mglakukan hal-hal yang

perkara
bersifat
, tekanan
agflt membuat
pa dihalangi

genal gl antar lembaga
eksekutif dan legISTEMMSIETICUdi menyatakan bahwa
kedua lembaga tersebut berfungsi secara terpisah dan
mandiri satu dengan yang lain. Lembaga legislatif atau
Ahl al-Halli wa al-‘4gd berfungsi sebagai badan
penasehat kepala negara yang menyangkut dalam
berbagai hal. Di samping itu, kepala negara harus

110 Munawir, Op. cit, hal. 167
1 gbal, Op.cit, hal.181-182
112 1gbal, Op.cit, hal.182



mengadakan konsultasi atau bermusyawarah dengan
lembaga legislatif. Namun dalam berbagai hal kepala
negara boleh menerima atau menolak suara mayoritas
dan mengambil pendapatnya sendiri sesuai dengan
pertimbangannya sendiri. Disini kepala negara menurut
Maududi mempunyai hak veto.**?

C. Prasarana Kegiatan Politik Era Islam Modern

Pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran
yang sangat penting dalam mendukung aktifitas ekonomi,
sosial, budaya, politik, serta kesatuan dan persatuan bangsa
terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi
dan komunikasi diantaraghkelompok masyarakat serta
mengikat dan mengQ amiggyyilayah. Pembangunan
sarana dan h kesatuan dari
pembangunag genjadi motor

penggerak g daya saing
nasiona
It suatu
negar samping
merup sistem
ketata erupakan
alasan @itama na, serta
infrastrgkt Dlitik.
kakan diri
dari sistem
pemerintaha sendiri sesuai
keinginan  bé pada

pembangunan di sedcitshigang I misalnya, kemajuan
Turki dalam bidang sosial, kebudayaan, ekonomi, dan
politik pada tahun-tahun belakangan ini menunjukan bahwa
dari semua negeri di Timur Tengah, Turki adalah negeri
yang paling cocok untuk perkembangan demokrasi.'**

113 Al-Maududi, Op. cit, hal.525
Y% Ira M Lapindus, Sejarah Sosial Umat Islam, (Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 1988), hal. 74



Perkembangan institusi-institusi demokrasi sedikit demi
sedikit teapi tetap selalu berjalan.

Madinah pada masa klasik yang digadang-gadang
sebagai cikal bakal berdirinya negara Islam hanyalah sebuah
kota dengan luas wilayah 589 km?.'*®> Sedangkan pada abad
modern ini wilayah Islam semakin luas dan terpecah
menjadi beberapa negara. Ini adalah faktor yang tidak dapat
dipisahkan dari tumbuh dan berkembanganya sarana dan
prasarana kegiatan politik, karena tidak mungkin dengan
luas wilayah yang sekarang ini dengan
keberanekaragamannya menggunakan masjid sebagai satu-
satunya sarana kegiatan politik.

Indonesia misalnyag®gngan luas wilayah 1.904.569
. 00™® sangat tidak

Tegn kependudukan
R0 Mmengurusi

provinsi sebaggispsasa .

Selain itu, A politik  dan
pembaharuan oleh beberapa tokoh besar yang tumbuh dan
berkembang di negara-negara Islam turut andil dalam
pembentukan identitas politik negara sehingga berimbas

115 http://id.m.wikipedia.org. diakses tanggal 10 Januari 2017 pukul
06.58 WIB

118 proyeksi Penduduk menurut Proyeksi 2010-2035. Badan Pusat
Statistik. Diakses tanggal 10 Januari 2017 pukul 07.23 WIB

17 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara,hal.243

8 1bid, hal 244


http://id.m.wikipedia.org/

pada berbagai sistem dan pembangunan nasional. Hal ini
juga yang memicu lahirnya organisasi-organisasi politik
yang mewadahi aspirasi masyarakat. Sebut saja Mesir yang
menganut sistem banyak partai, negara menjamin kebebasan
menyatakan  pendapat, membentuk atau memasuki
perserikatan atau partai politik.'** Gedung-gedung dewan
pimpinan partai dari tingkat nasional, daerah, cabang, hingga
ranting turut mewarnai barisan prasarana politik nasional
menggantikan masjid yang dahulu pada zaman Rasul
digunakan untuk mendengarkan berbagai keluh kesah umat

muslim.
Begitulah wajah sarana dan prasarana kegiatan
politik pada era modern g jika kita lihat secara kasat
' an klasik. Luasnya

egara-negara
enilaian kita

Indonesia. Fungsi mMospgksabagaSarana kegiatan politik
tentu tidak dapat disamakan lagi dengan masa klasik.

Masjid di era modern sebenarnya memiliki potensi
yang besar dalam kehidupan umat Islam, namun masih
kurang dalam bidang politik karena tergerus oleh hadirnya
institusi-institusi pemerintahan, beberapa diantara fungsi
masjid yang masih lestari hingga saat ini adalah sebaga
berikut:

119 Munawir, Op.cit. hal 224



1. Sebagai tempat ibadah
Sesuai dengan namanya masjid adalah tempat sujud,
maka fungsi utama masjid adalah sebagai tempat ibadah
shalat. Sebagaimana diketahui bahwa makna ibadah di
dalam Islam adalah luas menyangkut segala aktifitas
kehidupan yang ditujukan untuk memperoleh ridha
Allah, maka fungsi masjid disamping sebagai tempat
shalat juga sebagai tempat beribadah secara luas sesuai
dengan ajaran Islam.

2. Sebagai tempat menuntut ilmu

Masjid berfungsi sebagai tempat untuk belajar mengajar,

khususnya ilmu agama yang merupakan fardhu ain bagi

umat Islam. Disamping.ifig -ilmu lain, baik ilmu

I ampilan dan lain-

dikembangkan daKW/esgg ebudayaan Islam yang
menyahuti kebutuhan masyarakat. Karena itu masjid
berperan  sebagai sentra aktifitas dakwah dan
kebudayaan.

120 Ahmad Yani, Panduan Memakmurkan Masjid (Jakarta : Al
galam, 2009) hal 44

121 sypriyanto Abdullah, Peran dan Fungsi Masjid (Yogyakarta :
Cahaya Hikmah, 1997) hal 10



5. Sebagai pusat kaderisasi umat
Sebagai tempat pembinaan jamaah dan kepemimpinan
umat, masjid memerlukan aktifis yang berjuang
menegakan Islam secara istiqgamah dan
berkesinambungan. Patah tumbuh hilang berganti.
Karena itu pembinaan kader perlu dipersiapkan dan
dipusatkan di masjid sejak mereka masih kecil sampai
dewasa. Diantaranya dengan Taman Pendidikan Al
Quran (TPA), Remaja Islam Masjid maupun Tamir
Masjid beserta kegiatanya.

6. Sebagai basis kebangkitan umat Islam
Umat Islam yang sekian lama tertidur dan tertinggal
dalam percaturan fan dunia berusaha untuk

bangkit de agama. Islam dikaji
dan ditela ideologi, hukum,
ekonom a , AN sebagainya.
Setelapf i 0z i iaph dan
dik ‘ AN enafasi
ke Proses
N n [s@cara arif
bij
7. Um3 Fheet

KebaRgkita memerlakan per: jid g€bagai basis
perjua < i @iasjid sebagai
basis pe dari masjid

menuju 2 3
aktualisasi fungsi CarreEees asjid pada abad 15 H
adalah sangat mendesak dilakukan umat Islam. Back
tasic, Back to Masjid.

Di penghujung abad 20 peranan masjid sebagai tempat
politik mulai meningkat lagi. Saat ini partisipasi kepada
masyarakat mulai menjadi agenda utama masjid-masjid dari
seluruh penjuru dunia. Masjid-masjid digunakan sebagai tempat
dialog dan diskusi damai antara umat Islam dan non Muslim.

Negara di mana jumlah penduduk Muslimnya sangat
sedikit, biasanya turut membantu dalam hal-hal masyarakat,




seperti misalnya memberikan fasilitas pendaftaran pemilih untuk
kepentingan pemilu. Pendaftaran pemilih ini melibatkan
masyarakat Islam yang tinggal di sekitar masjid. Beberapa
masjid juga sering berpartisipasi dalam  demonstrasi,
penandatanganan petisi, dan kegiatan politik lainnya.'??

Selain itu, peran masjid dalam dunia politik terlihat di
bagian lain di dunia, contohnya pada kasus pengeboman Masjid
Al-Askari di Irak. Pada bulan Februari 2006 Imam-iman dan
khatib di Masjid Al-Askari menggunakan masjid sebagai tempat
untuk menyeru pada kedamaian di tengah kerusuhan di Irak.*??

122 Amany Jamal, The Role of Mosque in the Civic and Political
Incorporation of Muslim America, Teachers College-Columbia University.
Diakses tanggal 25 Desember 2016 pukul 06.06 WIB

125 'Nn, Friday prayer plea for Iraq calm, BBC. Diakses tanggal 25
Desember 2016 pukul 06.30 WIB



BAB IV
ANALISIS

A. Pendayagunaan Masjid Sebagai Prasarana Kegiatan
Politik Era Islam Klasik dan Era Islam Modern

Setiap sarana dan prasarana yang diadakan tentu

memiliki tujuan, visi dan misi yang ingin dicapai dari

pembangunannya. Begitu juga masjid, sejak masjid pertama

di dunia hingga berkembangnya masjid-masjid di seluruh

penjuru dunia memiliki tujuan dari dibangunnya masjid itu

sendiri. Pada dasarnya masjid adalah tempat ibadah bagi

umat muslim, shalat, berziki@ membaca Al-Quran dan lain

rangka

persengketaan-perseng an Kalangan umat. Disini
pulalah Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para
sahabat. Beliau mengatur siasat perang dan siasat negara pun
di masjid. Ringkasnya masjid Nabawi menjadi pusat
pemerintahan, politik, dan militer kenegaraan pada era
klasik. Dengan demikian masjid berfungsi untuk membina



peradaban dan kebudayaan, tempat ibadah dan tempat
pengendalian urusan pemerintahan dan kenegaraan.'?*

Sosial politik dalam Islam tidak lain adalah dakwah
itu sendiri. Sebab tujuan dakwah Rasulullah adalah agar
umat kembali ke jalan Allah. Dan tempat untuk memberikan
penyadaran tersebut adalah masjid, merupakan tempat yang
kondusif. Begitu juga tujuan dakwah Nabi adalah untuk
memakmurkan masjid sehingga umat Islam bersatu padu
dalam ukhwah islamiyah. Masjid pada zaman Nabi menjadi
pusat kegiatan untuk membina masyarakat demi tercapainya
persatuan dan kesatuan dalam satu kesatuan sosial dan satu
kesatuan politik. Kaum Anshar dan Muhajirin yang berasal
dari daerah yang berbedafgengan membawa adat dan

. Tempat penahanan tawanan perang
Pengadilan
Masjid sebagai baitul mal

1

2

3. FEMESYS
4. Tempat menerima tamu

5

6

7

124 Hasan Abdul Ali, Al Tarbiyah Al Islamivah fi Qurn al Rabi’ al
Hijry, (Mesir : Dar al Fikr, 1977), hal 27

125 7uhairini, Sejarah Pendidikan islam, (Jakarta : Bumi Aksara,
1999), hal. 58



Perubahan terjadi pada masa pemerintahan Bani
Abbas dengan dibangunnya sebuah istana sebagai pusat
pemerintahan. Masjid tidak lagi merupakan pusat kegiatan
politik dan militer. Tetapi masjid masih tetap menjadi tempat
para khalifah atau amir menyampaikan pengumuman-
pengumuman penting.

Fungsi masjid saat ini jika dibandingkan dengan
zaman klasik sudah banyak yang bergeser. Jika dulu masjid
multifungsi, kini masjid hanya berperan di beberapa bidang
saja dengan perubahan dan pembaharuan sesuai dengan
kondisi zaman, luas wilayah, serta pemikiran-pemikiran
politik Islam yang tumbuh dan berkembang di era modern.

Sebenarnya fungsigfifagsi ideal sebuah masjid itu
bukan hilang sama i kan tetapi satu demi
satu diambil gl ;

berubah, tim g Mgengambil alih
sebagian p aittly, organisasi-
organisag -lembaga
pemer i dan
ukhra mpunyai
kekuat

@8ial yang
cender 3 lahirnya
lembaga gukls masjid
hanya m g¥a. Kondisi
inilah ya € S alf satu faktor
terhambatnya'§ ke ; @rdahal masjid

merupakan te LK menjadi titik
pijak penggerak kemajUrarregmme am dan titik temu dan
perbedaan simbol-simbol material dan strata sosial yang
sering melekat pada kehidupan masyarakat kita. Pendeknya,
apa yang kita temui sekarang ini peran masjid telah direduksi
sedemikian rupa sehingga masjid cenderung berperan sebagai
tempat pembinaan ibadah ritual saja. Bahkan jika kita lihat di
kota-kota besar pembinaan untuk kaum muda muslim sangat
minim. Kalau di desa-desa kebiasaan bermusyawarah tingkat
RT, membahas kebijakan kampung di dalam masjid masih
dilestarikan, begitu juga dengan lembaga pendidikan Islam



yang dikembangkan di sekitar masjid seperti madrasah, TPA,
dan RISMA masih dijunjung tinggi.

Salah satu tugas mulia yang harus kita lakukan
adalah memakmurkan masjid dan menjadikanya sebagai
pusat pembinaan umat. Memakmurkan masjid wajib bagi
setiap orang terutama yang menghuni dalam jangkauan
wilayah masjid. Sebagaimana firman Allah dalam QS At-
Taubah ayat 108 yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya

Sebenarnya inti dari memakmurkan masjid adalah
menegakkan shalat berjamaah yang merupakan salah satu
syiar Islam terbesar. Shalat berjamaah merupakan indikator
utama keberhasilan dalam memakmurkan masjid. Jadi
keberhasilan dan kekurangl#®gasilan dalam memakmurkan

aan Masjid
pdfa Era Islam

days masjid  sebagai
prasarana kegiatan politik pada era Islam klasik dan era
modern kita menemukan beberapa perbedaan dan persamaan
dantara keduanya sebagai berikut :
a. Persamaan
Baik pada era Islam klasik maupun era Islam modern,
masjid sama-sama  digunakan  sebagai  tempat
musyawarah membicarakan masalah umat hanya saja
tingkatanya berbeda. Jika dulu musyawarah di masjid
pada tingkatan negara yaitu negara Madinah, sekarang



musyawarah yang masih memungkinkan untuk
dilaksanakan di dalam masjid hanya pada tingkatan di
bawahnya vyaitu desa, dusun, dan RT. Hal ini
dikarenakan sudah tidak mungkin lagi mengurus urusan
negara yang pada era Islam modern sudah semakin luas.
Negara Madinah kala itu hanyanyalah sebuah kota yang
karena kehadiran Rasulullah berkembang menjadi
sebuah negara baru.sebagai negara yang baru terbentuk,
negara Madinah belum memiliki tempat khusus untuk
mengurus urusan politik kenegaraan, maka masjid
menjadi satu-satunya pilihan untuk melakukan berbagai
kegiatan politik, baik Siyasah Dusturiyahnya, Siyasah

Dauliyah gsah Maliyahnya. Selain itu
nuansa Siyasahhdeiye .te akl hadirnya BMT yang
menjadi g qlef: pjadi satu paket
dengan g i d. Hal ini jika
kita arg gasa klasik.
Perpgtaan

tempat
muByawar ah-Anenshtekan—Het tempat

perang,
sebagai

dengan

3 o
gedu Khusus’ 02
lainnya%yPentayagunaamiimasjid
hanya sejatas Ko triby S \secaral tids
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dan politik umat IsIa f upun sifatnya situasional
dan bukan merupakan program rutin, serta sebagai
wadah pembinaan umat agar tidak terjadi bentrok politik
antar agama. Hadirnya masjid sebagai lembaga
pendidikan memberikan imbas kepada karakter politik
umat Islam. Bagaimana masjid bisa mencetak kader-
kader umat serta pemimpin masa depan yang memiliki
akhlakul karimah merupakan tanggung jawab bersama
serta peran masjid dalam bidang politik secara tidak
langsung. Perbedaan dan persamaan pendayagunaan
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angsung vyaitu
hak konstitusi



masjid pada era Islam klasik dengan era Islam modern
dikarenakan perbedaan luas wilayah, sarana yang ada,
pemikiran yang tumbuh, serta organisasi politik di
masing-masing era.

Wilayah Islam yang semakin meluas dan
berhamburanya umat muslim di berbagai belahan dunia
berbaur dengan orang non-muslim, membentuknegara
serta membentuk system pemerintahan yang berbeda.
Madinah pada masa klasik yang digadang-gadang
sebagai cikal bakal berdirinya negara Islam pertama,
hanyalah sebuah kota kecil yang jika kita bandingkan
dengan luas wilayah negara Islam saat ini tentu sangat
jauh, maka tidak glagyntuk mengurus urusan politik
di aSii :

$ |@n. IAIN

ADEN nm:sN6
\“A‘M puN




BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan serta analisis skripsi yang berjudul

“Pendayagunaan Masjid sebagai Prasarana Kegiatan Politik

pada Era Islam Klasik dengan Era Islam Modern” dapat

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pendayagunaan masjid pada masa era Islam klasik tidak
hanya menjadi tempat ibadah tapi juga sebagai pusat
kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan kenegaraan.
Seiring dengan kemundyran dan kebangkitan kembali

umat Islam fungsig8S|Mgscmakin berbeda dengan

pada ralnés%T‘édoas' n era lIslam
Masjid-- Sdhla-sama digihakan sebagai
AWS <i|n=| atanya berbeda.
Jika pada era Islam Kklasik musyawarah di masjid
pada tingkatan negara Madinah, pada era Islam
modern musyawarah di masjid hanya pada tingkatan
di bawahnya yaitu desa, dusun, dan RT. Selain itu
nuansa Siyasah Maliyah terlihat dari hadirnya BMT
seperti Baitul Mal pada masa klasik di areal masjid.
b. Perbedaan
Jika pada era Islam klasik masjid difungsikan sebagai
tempat musyawarah menentukan pemimpin negara,



tempat menyusun siasat perang, sebagai tempat
latihan perang, sebagai tempat penahanan tawanan
perang, sebagai pengadilan, pada era Islam modern
fungsi tersebut sudah digantikan oleh lembaga-
lembaga dengan gedung-gedung khusus sebagai
prasarananya. Pendayagunaan masjid dalam bidang
politik hanya sebatas kontribusi secara tidak
langsung vyaitu sebagai titik pijak penggerak umat
jika hak konstitusi dan politik umat Islam terusik,
serta sebagai wadah pembinaan umat agar tidak
terjadi bentrok politik antar agama juga wadah
pencetak pemimpin politik Islam masa depan yang
Perbedaan dan
di atas
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